BABYV
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penetapan nasab anak hasil
zina melalui mekanisme istilhaq dalam studi komparatif pemikiran Syaikh
Ibn Taimiyah dan Imam al-Nawawi, maka dapat diambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Syaikh Ibn Taimiyah berpendapat bahwa anak yang lahir dari
hubungan zina dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya melalui
mekanisme istilhaq apabila perempuan yang melahirkan tidak
memiliki suami (firasy) dan laki-laki yang menghamilinya mengakui
anak tersebut sebagai anaknya. Dasar istinbat yang digunakan Ibn
Taimiyah adalah atsar Umar bin al-Khattab mengenai ilhaq anak-
anak jahiliah kepada orang yang mengakuinya, didukung oleh hadis
tentang kisah Juraij, serta pertimbangan maslahah yang berorientasi
pada perlindungan hak anak dan penjagaan keturunan (hifz al-nasl).
Dari sudut pandang ushul fikih, metode istinbat Ibn Taimiyah
menunjukkan penggunaan qaul sahabat sebagai hujah yang
diperkuat dengan pendekatan maqasid al-syari‘ah dalam
mewujudkan kemaslahatan.

2. Imam al-Nawawi serta Jumhur Ulama dikalangan mazhab yang
empat dan yang lebih Khusus ulama dikalangan Syafi’iyah seperti al-
Muzani berpendapat bahwa anak hasil zina tidak dapat dinasabkan
kepada ayah biologisnya, meskipun ayah tersebut mengakuinya.
Menurut beliau, nasab hanya dapat ditetapkan melalui adanya firasy
(perkawinan yang sah), sebagaimana ditegaskan dalam hadis al-
walad lil-firasy wa lil-'ahir al-hajar. Imam al-Nawawi memahami

hadis tersebut sebagai nash yang secara tegas menafikan hak laki-
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laki pezina terhadap nasab anak. Pendapat ini juga sejalan dengan
mayoritas ulama dari berbagai mazhab yang menjadikan hadis
tersebut sebagai landasan utama dalam menetapkan bahwa
hubungan biologis semata tidak cukup untuk melahirkan hubungan
nasab yang sah menurut syariat.

3. Perbedaan pendapat antara Syaikh Ibn Taimiyah dan Imam al-
Nawawi disebabkan oleh perbedaan metode istinbat hukum. Ibn
Taimiyah memberikan ruang kepada qaul sahabat dan pertimbangan
kemaslahatan dalam menyelesaikan persoalan yang menurut beliau
tidak dijelaskan secara tegas dalam nash ketika tidak terdapat firasy.
Sebaliknya, Imam al-Nawawi lebih mengedepankan keumuman dan
kejelasan makna hadis al-walad lil-firasy wa lil-'ahir al-hajar
sehingga tidak membuka peluang penetapan nasab kepada ayah
biologis di luar perkawinan yang sah. Setelah melakukan analisis
terhadap dalil, syarah, wajhu al-dilalah, serta metode ushul fikih
yang digunakan kedua tokoh, penulis berpendapat bahwa
pandangan Imam al-Nawawi lebih kuat (rajih). Pertimbangan
tersebut didasarkan pada kekuatan hadis yang berstatus sahih,
kejelasan dilalahnya dalam menetapkan bahwa nasab hanya lahir
melalui firasy, serta kesesuaiannya dengan pendapat jumhur ulama
dari berbagai mazhab. Di samping itu, hadis tersebut secara eksplisit
menafikan hak pezina terhadap nasab anak sehingga memiliki
kekuatan istidlal yang lebih tegas dibandingkan penggunaan qaul
sahabat yang sanadnya diperselisihkan serta pertimbangan maslahat

yang bersifat ijtihadi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa

saran sebagai berikut:
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1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu
referensi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam,
khususnya mengenai penetapan nasab anak hasil zina melalui
mekanisme istilhaq. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat
mengkaji persoalan ini dengan pendekatan yang lebih luas, seperti
perspektif maqasid al-syari‘ah, hukum positif Indonesia, maupun
perkembangan teknologi pembuktian nasab melalui pemeriksaan
DNA.

2. Bagi mahasiswa dan peneliti di bidang fikih serta ushul fikih,
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian mengenai
pentingnya memahami perbedaan metode istinbat yang digunakan
para ulama. Perbedaan hukum tidak selalu disebabkan oleh
pertentangan dalil, tetapi sering kali lahir dari perbedaan cara
memahami dalil, penggunaan sumber hukum, serta metode tarjih
yang digunakan.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman bahwa perbedaan pendapat mengenai penetapan nasab
anak hasil zina merupakan bagian dari khazanah ijtihad para ulama.
Oleh karena itu, penyikapan terhadap persoalan ini hendaknya
dilakukan secara arif, menghormati perbedaan pendapat yang
memiliki dasar ilmiah, serta tetap mengedepankan perlindungan
terhadap hak-hak anak sesuai dengan ketentuan syariat dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
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